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WALIKOTA PALEMBANG

PROV1NSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 5D TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUI IAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pass I 4 Pcraluran
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembenfukan clan Susunan Perangkat Dacrah Kota
Palembang, perlu mcnctapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umiun dan
Penataan Ruang Kota Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tamhahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, Lerakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Pcraturan Pcmcrintah Nomor IS Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); dan

5. Peraturan...
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5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lcmbaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS1 SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PALEMBANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kola Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Huang adalah Dinas
Pekerjaan Umum dan Pcnalaan Ruang Kota Palembang.

7. Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Peketjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang.

8. Sekretaris adalah Hckretaris pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Palembang.

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Huang Kota Palembang.

10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

ll.Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang.

12. Urusan adalah urusan pemerimahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota ralembang.

13.Unit Pelaksona Teknis adalah unsur pelaksaria teknis pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berada
di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala Dinas.

14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan
yang berisi l'ungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada kcahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penaiaan Ruang merupakan
unsur pelaksana urusan pemerimahan bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.

ssu2. Dinas...
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(2) Dinas Pekerjaan Unrum dan Penataan Ruang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang bcrkedudukan di bawah dan
bcrlanggung jawab kepada Waiikota melalui Sekretaris
Dacrah.

(3) Dinas Pekerjaan Uxnum dan Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Waiikota dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dan tugas pcmbantuan.

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:
a, perumusan kebijakan teknis;
h. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup Lugasnya;
e. penyelenggaraan urusan pemerinlahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup Lugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

lugasnya; dan
f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Waiikota

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, mernbawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Bina Marga, mernbawahi:
1 . Seksi Pembangunan dan Pcmeliharaan Jalan dan

Jembatan;
2. Seksi Inlrastruktur Permukiman; dan
3. Seksi Penataan dan Desain Jalan dan Jembatan.

d. Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah,
mernbawahi:
1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi:
2. Seksi Drainasc dan Sistcm Pcnycdiaan Air Minum

(SPAM); dan
3. Seksi Pengembangan Sistem lnstalasi Pengelolaan Air

Limbah.
c. Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konsluksi,

mernbawahi;
1. Seksi Pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Seksi Bina Kelemhagaan dan Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi; dan
3. Seksi Bina Kompetcnsi dan Kcrja Santa Konstruksi.

f. Bidang Penataan Ruang, mernbawahi:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
3. Seksi Pemetaan dan Pengukuran.

g. Bidang.. .
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g. Bidang Tata Bangunan, mcmbawahi:
1. Seksi Bangunan Gedung;
2. Seksi lata Bangunan dan Lingkungannya; dan
3. Seksi Pengcndaiian Bangunan.

h. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
1. Seksi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sumber

Daya Air; dan
3. Seksi Pengujian Mutu.

i. Unit Pelaksana Teknis; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing masing bidang dipimpin nieh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4 ) Masing-rnasLng Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidarig.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, sebagaimana dhnaksud pada ayat (1)
tereantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
URATAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kcsatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

(2) Untuk
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai l'ungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlcngkapan dan

perkantoran;
d. pelaksanaan urusan adininistrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f- pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang undangan.

Pasal 6

( 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

umum dan kepegawaian;
b. mcngclola administrasi umum dan surat menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d . mengelola administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah Langga, kehujnasan dan

kcproiokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan pcrjalanan

dinas;
g. mclaporkan basil kerja dan capaian kinerja;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya;

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

keuangan;
b. menyusun rencana anggaran keija dinas;
c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan

pelaksanaan perencanaan tenaga keija makro dan
mikro serta pengukuran indeks pembangunan pekerjaan
umum dan penataan ruang;

d. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan
penggunaan anggaran;

e. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan
belanja tidak langsung;

k menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
g. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pernbuknan /aku nta nsi ;
h. melaporkan hasil keija dan capaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Ragian Perencanaan dan Pelaporan , mempunyai tugas;

a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta
sub bagian perencanaan dan pelaporan;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan
kegiatan antar bidang;

c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan

bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kineija dinas;

f. menyusun...
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f. menyusun dokumen pclaporan dinas;
g. melaporkan hasil keija dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

hidang tugasnya.

Ragian Kctiga
Bidang Bina Marga

Pastil 7

( 1 ) Bidang Bidang Rina Marga, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang bina marga.

(2) Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayar ( 1 ), Bidang Bi[ia Marga mempunyai iungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

kebinamargaan.
b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

kebinamargaan.

c. pengawasan, pembinaan dan pengcndalian di hidang
kebinamargaan;

d. penginventaris data dan bahan untuk pelaksanaan
proyek kebinamargaan;

c. pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan instansi
tcrkait;

f, pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1 ) Seksi Pembangunan dan Pcmeliharaan Jalan dan
Jembatan, melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pembangunan dan pcmeliharaan jalan dan jembatan;
b. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan;
c. melaksanakan pemeliharaan peningkatan jalan dan

jembatan;
d. melaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Infrastruktur Permukiman, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

infrastruktur permuk i man;
b. melaksanakan pembangunan infrastruktur

permukiman;
c. melaksanakan pemeliharaan peningkatan infrastruktur

permukiman;
d. melaporkan hasil ketja dan capaian kinerja; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi...
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[3J Seksi Penatasm dari Desaln ,Jalan dan Jcmbatan,
mempunyai tugas:
a. mcnyusim rencana program dan kegiatari seksi

pcnataan dan desain jalan dan jcmbatan;
b. membcrikan bantuan teknis pclaksanaan Lerhadap

instansi yang mcmbutuhkan;
c. menyusun data klasilikasi jenis dan detain jalan;
d. mcmbuat petn dan data pcnataan dan desain jalan dan

infrasLruktur;
e. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
f. melaksanakan tugas keriinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah

Pasal 9

fl ) Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah, mempunyai
tugas melaksanakan scbagian tugas dinas di bidang
sumber daya air, irigasi dan limbah.

(2) UnLuk melaksnnakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah
mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan

kegiatan di bidang sumber daya air, irigasi dan limbah;
b. pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang

sumber daya air, irigasi dan limbah;
c. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan

sumber daya air, irigasi dan limbah;
d. pelaksana inventansasi data dan bahan untuk

pelaksanaan proyek sumber daya air, irigasi dan
limbah;

c, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk
teknis kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
sumber daya air, irigasi dan limbah;

f . pclaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pclaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas scsual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

( 1 ) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi ,

mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pembangunan sumber daya air dan irigasi;
b. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fisik

sarana dan prasarana waduk, kolam retensi, sungai dan
anak sungai;

c* melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi ;

rL melaporkan...
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d. melaporkan hasi! kerja dan capaian kinerja; dan
e. mclaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Drainase dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),
mcmpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi drainase

dan sistem penyediaan air minum;
b. melaksanakan pernbangunan dan pemeliharaan fisik

jaringan drainase;
c. mclaksanakan pengelolaan sistem penyedian air minum;
d . mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan drainase

dan sistem penyedian air minum;
e. melakukan pemantauan dan pencatatan daerah

genangan banjir;
f. membuat peta dan database jaringan drainase dan

sistem penyedian air minum yang di update setiap
tahun;

g. melaksanakan pemantauan peningkaran produktivitas;
h. mclaporkan hasil kerja dan capaian kineija; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengembangan Sistem Instalasi Pengelolaan Air
Limbah, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengembangan sistem instalasi pengelolaan air limbah;
h. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur air limbah dan persampahan;
c. mengendalikan dan mengawasi pengembangan air

limbah dan persampahan;
d. melakukan penataan infrastruktur sampah di tempat

pembuangan aklilr;
e. melaporkan basil ketja dan capaian kineija; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Fernbinaan Tcknis dan Jasa Konstruksi

Pasal 11

(1) Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi, mcmpunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang
pembinaan teknis dan jasa konstruksi.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi
mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan

kegiatan di bidang pembinaan teknis dan jasa
konstruksi;

b. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang
pembinaan teknis dan jasa konstruksi;

c. penyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan
pembinaan teknis dan jasa konstruksi;

d. pelaksanaan...



9

d. pelaksanaan koordinasi dan kcijasama dengan instansi
terkait;

c. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan lugas-Lugas lain yang dibcrikan uleh
Kepala Dinas sesuai dengan lugas dan fungsinya.

Pasal 1 2

(1) Seksi RinaTeknis Jasa Konstruksi, mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan seksi bina

teknis jasa konstruksi;
b. mcmbuat database/sistem informasi jasa konstruksi,

jaringan jalan, rirainasc, sumber daya air;
c. mencliti dan mengevaluasi dokumcn izin usaha jasa

konstruksi, pcmbuatan peil banjir, pengclolaan
lingkungan pemanfaatan rawa dan jalan;

d. membcrikan bantuan teknis rckomendasi penerbitan
izin usaha konstruksi, pembuatan peil banjir,
pengclolaan lingkungan pemanfaatan rawa, dan jalan ;

e. membuat rekomcndasi terhadap izin usaiia jasa
konstruksi, pembuatan peil banjir, pemanfaatan rawa
dan jalan;

f. melaporkan hasil kcrja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Scksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina

kelembagaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi;
b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada

sistem manajemen niutu dan sistem menajemcn
keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dan
pengadaan barang fa jasa konstruksi di Seksi Bina
Penyelenggaraan dan Kelembagaan Jasa Konstruksi;

c. melaksanakan administrasi kontrak konstruksi;
d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Rina Kompetensi dan Ketja Sama Konstruksi,
melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina

kompetensi dan kerja sama konstruksi;
b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pada

pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi di
Seksi Bina Kompetensi dan Kerja Sama Konstruksi;

c. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keenam...
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Bagian Keenam
Bidang Penataan Ruang

Pasal 13

( 1 ) Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang penataan ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan

penataan ruang;
b. pelaksanaan pcnyelenggaraan pembinaan, pemantartan,

pengendalian dan pengawasan di bidang penataan
ruang;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

perencanaan Lata ruang;
b. menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota;
d. menyiapkan Rencana Terinci Ruang Kota;
e. melakukan pendataan ruang Kota;
f. menyusun bahan peraturan zonasi (zoning map dan

zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata
ruang;

g. menyiapkan bahan legislasi untuk produk rencana tata
ruang;

h. melaksanakan fasilitasi peningkatan peran serta
masyarakat dalam perencanaan tata ruang;

i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
rencana tata ruang iintas Kota;

j. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan kawasan
strategis nasional;

k. menyusun database perencanaan ruang;
l. melaporkan basil kerja dan capaian kineija; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas;
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pemanfaatan dan pengendalian ruang;
b. membuat rekomendasi Surat Keterangan RencanaKota

yang mengatur tentang penggunaan lahan, garis
sempadan bangunan (GSB) , intensitas
ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai
bangunan, ketinggian bangunan) dan ketentuan
lainnya;

c. membuat...
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c. membuat peta situasi di alas mana bangunan akan
didirikan;

d. mengesahkan Rencana Tapak (Site Plan) ,
e. rnengidcntifikasikan pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana kota;
f. menyusun panduan teknis dan legalisasi produk-

produk pengendalian pcmanfaatan ruang;
g. mclaksanakan penelitian, pengendalian dan

pengcmbangan bidang perencanaan ruang;
h. melaksanakan sosialisasi di bidang pcmanfaatan ruang;
i- menyusun kebijakaii dan straregi kota, monitoring dan

evaluasi pengendalian dan pclaksanaan
pcnyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan
hunian bcrimbang;

j. menyiapkan bahan penetapan kriteria penentuan dan
pembahan fungsi ruang kawasan / lahan dan wilayah
dalam rangka pcnyelenggaraan penataan ruang;

k. merevisi perubahan rencana kota;
l. menyusun persentase ruang Lerbuka hijau scsuai

pcnggunaan lahan dengan rencana tata ruang;
m. memfasilitasi kegiatan ruang terbuka;
n. melaporkan basil kerja dan capaian kincrja; dan
o. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemetaan dan Pengukuran, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pemetaan dan pengukuran;
b. melaksanakan pengukuran dan pemetaan;
c. melaksanakan revisi peta;
d. melaksanakan pemasangan patok garis sempadan

sesuai dengan rencana Kota;
e. melakukan survei dan koordinasi pengukuran dan

pemetaan;
f. melaporkan basil kerja dan capaian kincrja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Bangunan

Pasal 15

{1} Bidang Tata Bangunan, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang lata bangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 ), Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan

kegiatan di bidang tata bangunan;
b. pclaksanaan pcnyelenggaraan pern binaan , pemantauan ,

pengendalian dan pengawasan di bidang tata bangunan;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait;

d. pelaksanaan...
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d. pelaksanaan monitoring, evaluasi clan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kcpala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(3) Scksi Bangunan Gedung, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

bangunan gedung;
b. melaksanakan pelayanan teknis permohonan izin

mendirikan bangunan;
c. mcmeriksa kelengkapan gambar arsitektur, konstruksi

dan mckanikal serta elektrikal bangunan yang akan
mendapatkan izin;

d. melakukan Sertifikasi Izin Bckeija Perencana (S1BP) ;
e. melakukan pcndataan bangunan gedung yang ber-IMB;
f. mengoreksi perhitungan konstruksi dan menghitung

retribusi rcklame;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja ; dan
b. mclaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(4) Scksi Tata Bangunan dan Lingkungannya, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi tata

bangunan dan lingkungannya;
b. memberikan kont.ribusi dalam penyusunan Peraturan

Daerah , Peraturan Walikota Palcmbang, mengenai
bangunan gedung dan lingkungan yang mengacu pada
norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;

c. memberikan arahan teknis Arsitektur herupa
penampilan gedung, tata ruang dalam gedung serta
keseimbangan, keserasian dan kesclarasan dengan
lingkungan bangunan gedung;

d. memberikan arahan teknis tentang pembangunan
gedung terhadap dampak lingkungan dan hams
mcrujuk pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL);

e. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan
bangunan gedung negara yang menjadi aset Pemerintah
Kota;

f . menetapkan status bangunan gedung dan lingkungan
yang diiindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(5) Seksi Pengendalian Bangunan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengendalian bangunan;
b. memberikan arahan teknis berupa keselamatan

bangunan, kesehatan bangunan dan memberikan
arahan teknis bempa kenyamanan serta kemudahan
akses bangunan;

c. memfasilitasi...
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c. memfasilitasi pcrencanaan dan pengawasan
pcmbungunan bangunan untuk instansi;

d. memfasilitasi pemberian rekomendasi / pcnilaian
kelayakan bangunan secara konstruksi, fungsi dan
peruntukan.

h. menetapkan status kondisi bangunan dan lingkungan
yang termasuk kategori berbahaya secara konstruksi
dan kcselamaran;

i. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Ridang Sarana dan Prasarana

Pasal 17

( 1 ) Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sarana dan
prasarana.

(2) Untuk melaksanakan Lugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang mcmpunyai fungsi:
a. pcnyusunan dan pelaksanaan rencana program dan

kegiatan di bidang sarana dan prasarana;
b. pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan perawatan

sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyediaan , penyiapan dan penyaluran

peralatan sarana dan prasarana;
d. pengawasan, pengendalian pemakaian dan penggunaan

kendaraan scrta peralatan sarana dan prasarana;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasaina dengan instansi

tcrkaiL;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kcpala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Kcbinamargaan, mcmpunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sarana

dan prasarana kebinamargaan;
b. mengajukan usulan pengadaan sarana yang

dibutuhkan;
c. menyediakan, menyiapkan, menyimpan dan

mcnyalurkan peralatan;
d. melaporkan hasil keija dan capaian kinerja; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(4) Seksi...
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(4) Seksi Sarana dan Prasarana Pcngclolaan Sumber Daya Air,
mempunyai lugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan seksi sarana

dan prasarana pcngelolaan sumber daya air;
b. menyediakan, mcnyiapkan, menyimpan dan

menyalurkan peralatan;
c. melaporkan hasil keija dan capaian kinerja; dan
d. melaksanakan lugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(5) Seksi Pengujian Mutu, mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan seksi

pengujian mutu;
b. mengawasi dan mcngendalikan pemakaian bahan

konstruksi melalui uji laboralorium sesuai dengan
standar teknis dan peraturan yang bcrlaku;

c. mclakukan uji laboratorium terhadap mutu pekeijaan
yang dilakukan oleh pihak swasta, swakelola dan
instansi lainnya;

d. membcrikan rekomendasi dan saran terhadap hasil uji
laboratorium Lerhadap mutu pekerjaan;

c. meiakukan inventaris lerhadap alat-alat laboratorium;
f. mengawasi dan mengendalikan jasa konstruksi melalui

uji laboratorium sesuai dengan standard teknis dan
peraturan yang berlaku;

g. membuat kontrak kerja pengujian dan mengeluarkan
sertifikasi pengujian;

h. melaksanakan pcnyalinan lembar laporan hasil
pengujian dalam hentuk format digital yang di update
setiap Lahunnya;

i. melaporkan hasil keija dan capaian kineija; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

DAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

(1 ) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis
operasiona1 dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada di bawah dan berianggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Ieknis
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan lugas dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan
h. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 21...
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Pasal 21

Jumlah, nornenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Unit Pclaksana Teknis ditetapkan dalarn Peraturan Walikota.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

(1) Kelompok Jabalan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kcgiatan teknis sesuai dengan bidang
kcahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kcdalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kcbuiuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kcdalam
bidang dan/atau scksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(4) Kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban keija.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiavaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber-sumber lainnya yang sab.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan medalui
Sekretaris.

(2) Kepala Dinas, Sckrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalarn melaksanakan tugas-lugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, iutegrasi , sinkronisasi dan simplifikasi
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalarn
iingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisesi di Iingkungan Pemerintah Kota serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas
masing-masing.

(3) Kepala Dinas. . .
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(3) Kepala Dinas, SekreLaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Scksi dan Kepala Unit Pclaksana Teknis
bertanggung jawab mcmimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan
serra petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kopala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pclaksana Teknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bcrtanggung
jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima olch pimpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 25

(1 ) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini,
wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal
1 Januari 2017,

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penvesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Prosedur dan mckanisme pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas .

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Palembang Nomor 41 Taliun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang BAB II Bagian
Kesembilan, dicabut dan dinyatakan udak berlaku.

Pasal 28...
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Pasal 28

Peraturan Walikota ini mv.lai borlaku pada tanggal
diundaagkan.

Agar sotiap orang meiigetahuinya, memerintahkun
pengundangan Peraturan Walikola ini , dengan penompatannya
dalam Berita Dacrah Kora Palcmbang.

Ditetapkan cli Palembang
pada tanggal 30 Uowiffar 2() 16

WALIKOTA tLEMBANG,

HARNOJOYO

Diundaagkan di Palembang
pada tanggal 30 fOoue/ntotf-' 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOT£ DA|

HAROBIN AlASTOKA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR SO
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